
WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 49

TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 18 ayat (3)
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum
Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih
Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk
yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan
Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 228
Tahun 2019 tentang Besaran Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik Pemenang Pemilihan Umum
Tahun 2019 Kota Padang Panjang Tahun
Anggaran 2019, perlu merubah atas Lampiran
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 49
Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Padang Panjang Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 49
Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Padang Panjang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 962);



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6263);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 225);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2014 tentang Pedoman Tatacara Penghitungan ,
Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawabab Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 2017;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019;

10.

11.

12.

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik;

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum
Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih
Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk
yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8
Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang
Panjang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 8);

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 49
Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor
49);

Memperhatikan : 1.

2.

Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 900/14075/SJ tentang
Penyesuaian Iuran Jaminan Kesehatan pada
Pemerintah Daerah;

Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 228
Tahun 2019 tentang Besaran Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik Pemenang Pemilihan Umum
Tahun 2019 Kota Padang Panjang Tahun Anggaran
2019.

Memperhatik
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 49
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG
PANJANG TAHUN ANGGARAN 2019.



Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 18 Desember 2019

WALIKOTA PADANG PANJANG

Ttd

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 18 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

Ttd

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 63

Pasal 1

Merubah atas Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Padang
Panjang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran
2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang
Panjang.


